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PERATURAN GUBERNUR PROVINS DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 123 T4HUN 2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN 
JASA PENGURUSAN TRANSPORT ASL 

DENGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

a. batwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Noror 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemarintahan antara Perrintah, 
Pomerlntahan Daerah Provinsi dan Pererintahan Daorah 
Kabupaten/Kota, lzin Us.aha Jasa Pongurusan Transportasi 
dilaksanakcan oleoh Pererirtah Daerah Provinsi BNang Perhubungan 
Laut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pads 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Guberur tentang 
Penyolenggaraan dan Pengusahaan Jase Pengurusan Transportasl; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pomertntahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir denpan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tontang Penanamnan 
Modal; 

4. Undang-Ulndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provins Daerah Khugus Ibukota Jakarta sabagai lbukota Negara 
Kosatuan Republik indonesla; 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tatun 2008 tentang Pelsyaran; 

l' 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas den 
Angkutan Jalan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan antara Permerintah, Pemnerintahan Daerah 
rovinsi dan Pomerintahan Daerah KabupatenKots 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan dl 
Perairan; 

1f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 
tentang Jasa Pengurusan Transportasi; 

12. Peraturan Deerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Kereta Apl, Sungal dan Danau sorta 
Penyeberangan di Prpinsl Daorah Khusus lbukota Jakarta; 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Der8h; 

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Dae mah; 

15. Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasl dan 
Tata Ker]a Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORT~SI 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PAsal 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan ; 

I , 
I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Daerah adalah Provins! Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Pererintah Deerah adalah Gubernur beseta Perangkat Deerah 
sobagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Gubernur adalah Kepala Derah Provinsl De&rah Khusus lbukota 
Jakarta. 

Dlinas Pertubungan yang selanjutnya disabut Dias adalah Dines 
Pertubungan Provinsi D~erah K husis lbukota Jakarta. 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertubungan Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Badan Hukum Indonesia (BHl) adalah Badan usaha yang dimilikd 
oleh Negara/Daerah atau wasta yang berbentuk Perseroan 
Terbatas (PT). 
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7. Jasa Pengurusan Transportasl (freight forwarding) dalam 
Peraturan Gubernur ini adelah Ulsaha yang dltujukan untuk 
mewakili kepentingan perilik barang untuk mengurus semua 
kaglatan yang diperlukan bagi toriaksananya pongiriman dan 
penerimnaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara 
yang dapat mencakup kegiatan peneriraan, penyimpanan, sortasi, 
pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengursan 
penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, 
perhltungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman 
barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaye lainnya 
berkenaan dengan pengiriman barang-barang terebut sarnpaf 
dengan diterimanya barang oleh yang berak menerirmanya. 

BAB IL 

PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORT ASL 

Bagian ortama 

Pasal 2 

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha Jasa Pengurusan 
Transportasi harus memillik! tzin Usaha Jasa Pengurusan 
Transportasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. 

(2) lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberkkan kepada 
perusahaen Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirtksn untuke 
kogiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi. 

(3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah mendapat 
zin usaha sebagalmana dimnaksud pada ayat (1) dlwajlbken 
memenuhi kotentuan-ketent yang dicantumkan dl dalam Surat 
lzin Lsah sesuai dengan ketentuan pereluran perundany­ 
undangan. 

(4) Untuk memperoleh izin usaha sebagairmana dimaksud pads ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: 

a. memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Instansi yang 
borwenang; 

b. memillki modal disetor sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah); 

c. sahar-saham perusahaan seluruhnya dirnilikl oleh Warga 
Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, apabila 
terdapat modal asing harus mendapatkan tzin prinsip dari 
Instansi yang berwenang (BKPM); 

d. memilliki surat keterangan domisili perusahaan yang masih 
berlaku; 

e. memilik! Nomor Pokok Waltb Pajak (NPWP} 
f. meriliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahi di 

bidang kepabeanan bagi Perusahaan Jasa Pengurusan 
Transportasi Interasional; dan 

g rekomondasi dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan 
Transportasi yang dlakui pemerintah dan Kamar Dagang dan 
Industri (KADIN), 

I i 

I I 

i 



4 

Pasal 3 

(1) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedisi 
Muatan Pesawat Udara (EMPt) yang telah memilikd lzin usaha, 
tanpa harus mendirikan Perseroan Terbatas yang khusus didirikan 
untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi sebagalmana 
dimnaksud dalam Pasal 2 dapat meminta lzin Usaha Jasa 
Pengurusan Transportasi. 

(2) Permintaan Lin sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diajukan olgh 
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EKL) darn/atau 
Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) kepada Dinas 
Pertubungan 

(3) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan/atau 
Ekspedisi kMuatan Pesawat Udara (EMPU') sobagalmana diraksud 
pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). 

Pasal 4 

( Po" 'a Pongun Tm«Pg"Nena' atau ea@on 
Hukurn Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan 
kerja sama dengan perusabaan Jasa Pengurusan Transportasi 
Asing, Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing, delam 
bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk 
perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional, 

(2) Usaha Jesa Pengurusan Transportasi yang dilakukan oleh use.he 
patungan (joint venture) sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) 
walfb meritik Surat lzin Usahe Jasa Pengurusan Transportasi 
(siu.PT) 

(3) Untuk merperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud peada ayat (2), 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 2 
ayat (4). 

Bagian Kodua 

Tata Cara Pengajuan Permohonan lzin Usaha 

Paeal 5 

(1) Pennohonan Lin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagairnana 
dimaksud dalam Passl 2 ayat (1), diajukan kepada Kepala Dings, 
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I Peraturan Gubernur inl. 

(2) lzin usaha diberkan oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

t 
' ' 

I 

I I 

l 
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(3) Persetujuan atau penolakan atas pernohonan izin usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalsm 
jangka waktu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah permohonan dirterima secara longap, 

(4) Dalam hal permnohonan izin usaha ditolak oleh Pejabat Pemberi izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajlb memberikan Jawaban 
tertulis mengenai alasan penolakan sebagaimana tercantum dalamn 
Lampiran Ill Peraturan Gubemnur. 

(5) Permohonan yang ditolak sebagaimnana dimaksud pada ayat (4), 
dapat diajukan kembali satelah pemohon melengkapi persyaratan 
sebagaimana dimnaksud peda Pasal 2 ayat (4) 

Pengelolaan Usaha 

Pasal 6 

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasl Asing yang baroper8sl 
di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib menunjuk Perusahaan Jasa 
Pengurusan Transportasi Nasional sebagal mitra den/atau agen. 

(2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing tidak dapat 
engalihkan keagenan ke porusabean lain tanpa ada persetujuan 
dari Dines Pertubungan dan Asoslasl Perusahaan Jasa 
Pengunusan Transportasi yang dialkui pererintah dan Kamar 
Dagang dan Industrl (KADIN) 

(3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang membuka cabana 
dl wilayah Provinsi DK Jakarta harus mendapat rekomendas dari 
Kepala Dines Perhubungan dan wajib melapor ke Dines 
Perhubungan dan Asosiasi Perusahaan Jass Pengurusan 
Transportasi yang diakuf pemerintah dan Kamar Dagang dan 
lodustr (KADIN) 

(4) Perusahaan Jasa Pengurus.an Transportasl yang izinnya 
dikeluark.an Dinas Perthubungan yang akan mernbuka cabang dl 
luar wile yah Provinsl DKI Jakarta harus merninta ekomnendasi dar 
Kepala Dinas. 

BAB Ill 

TARIF PELAYANAN JASA 

Pasal 7 

Besaran tarif pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi berdasarken 
esepakatan antara pengguna dan pemakai jasa seeuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangen. 

( I 
• 

' . 
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BAB IV 

KEWAJI8AN 

Pasal 8 

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, harus memenuhl kewajlban 
sebagai berikut: 

a. menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasl 
yang diakui Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN); 

b. memenuhl semua kewajiban yang telah dltetapkan dalam izin usaha, 

c. melakukan kogiatan usahanya, selambat-lambatnya 6 (enamn) bulan 
setelah tzin usaha ditarbitkan; 

d. melakukan daftar ulang sellap 2 (dua) tahun ter#tung sejak tan9gal 
izin dlkeluarkan; 

e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operaslonal perusahaan 
kepada Pejabat Pemberi lzin, sebagalmana torcantumn dalam 
Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; 

f. menyampaikan laporan tahunan kegiatan operaslonal perusahaan 
kepada Pejabat Pember lzin, sebagaimana torcantum dalam 
Lamplran V Peraturan Gubemur ini; 

g. melaporkan kepada Pejabat Pembert lzin, setliap kali torjdl 
perubahan gnggaran dagar perusataan, namna/alarnet perusahaan, 
NWp, namna dan alamnat Direkctur Utama/Penanggunglawab 
Perusahaan, solambat-lambatnya 14 (empat belas) hard setelah 
terjadinya perubahan tersebut; 

h. ikut menciptakan hubungan kerja sama operasional dengan plhak 
manapun yang berkaltan dengan kegiatan Jasa Pengurusan 
Transportasi; 

l. mermatuhi dan melaksanakan keseh@tan dan keselamatan kerja df 
lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga 
kerja yang dipekerjakan; 

j. mendidlk dan melatih keterampilan pegawal agar tercapal efektivitas 
dan efisiensi kerja; dan 

k. melaporan kegiatan operasional sesual mated yang dirninta oleh 
dan kapada inetansi yang berwenang untuk kepentingan pengumpulan 
data dan statistik 

zin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi belaku selama perusahaan 
yang bersangkutan masih msnjalankan kegiatan usahanya dan alarn 
dilakukan evaluasl setap 2 (dua) tahun. 

; 

l l 



7 

Pasal 10 

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib melaporkan 
kegiatannya kepada Dinas Pertubungan secara periodike 
selanjutnya Dinas Pertubungan melakukan evaluasl keseirnbangan 
antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan serta 
mengumumkan hasilnya secara berkele 

(2) Dalam hal telsh terjadi ketidakseimbanga antara volume/arus 
barang dan jumlah perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, 
Dinas Perhubungan tidak akan menerbitkan iin baru atau 
menghentlkan sernentara penerbitan lzin Usaha Jasa Pengurugar 
Transportasi, 

BAB V 

TANGGUNG JAWAB 

Pasal 11 

(1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab 
pada serua hal yang telah diperjanjlkannya dengan berbagai pihake 
dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang] 6ah. 

(2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab 
atas segala akibat yang ditimbulkan dart pengiriman barang yang 
menggunakan dokumen- dokumen yang tolah diterbltkannya. 

(3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasl bertanggung jawab 
atas penyerahan barang-barang yang diurusnya sesual syarat­ 
syarat umum yang berlaku bagl perusahaan Jasa Pengurusan 
Transportasi dan harus menutup asuransl usaha Jaea Pengurusan 
Transportasl yang memadai. 

Pasal 12 

Porusahaan Jasa Pengurusan Transportasl wajib monetahul darn 
bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas perniik barang. 

Pasal 13 

Untuk mengurangi rieiko  tanggung  jawab  serta  menjamin  pihak-pihak 
yang dirugikan, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasl dapat 
mengasuransikan tanggung jawabnrya. 

BAB VI 

SANKSL 

Pasal 14 

(1) lzin Lsaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud 
dalamn Passl 2 gyat (1) dapat dicabut, apabila tidak merenuti 
ewajiban sebagairnana dlimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Pencabutan lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas. 

I 
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Pasal 15 

(1) Pencabutan lzin [Jsaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana 
dimaksud da lan e  asal  14 ayat (1), dilakukan melalul proses 
poringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan 
tenggang waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan Guberrur ini. 

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dindshkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangk.a 
waktu 1 ({satu) bulan, sebagalmana tercantum dalarn Lampiran VIL 
eraturan Gubernur ini. 

() pombean sebagnera o""";R at @, habis 
jangia waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin usaha 
dicabut oleh Kepale Dinars sebagairnana tercantum delam Lampinen VIL 
Peraturan Gubermnur ini. 

Pasal 16 

lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasl dapat dicabut tanpa melalui 
proses peringatan dan pembekuan lin usaha, dalan ha perusahaan 
yang bersangkutan : 

a. melakukan k egia ta n  yang  membahayakan keamanan Negara, 
berdasartan koputusan dari instansl berwenang; 

""""banan dint atau pant, berdasaran keputusan dart instant 
berwenang 

c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; 

d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata, selarna 6 (bulan) 
berturut-turut; dan 

e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dart usaha pokoknya. 

BAB VI 

SISTEM INFORMASI USAHA JASA 
PENGURUSAN TRANSPORTASI 

Pasal 17 

(1) Dalarm rangka perentuan arah kebijp kc san» an  dz  rah  dan  pengembengan 
usaha Jasa Pengursan Transportasi, diselenggarakan Slstem 
Informasi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 

(2) Untuk terlaksananya Sistem informasi Kegiatan Jasa Pengurusan 
Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 
perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, wajib mnenyarnpaikan 
laporan data secara periodik kepada Kepala Dines dan instansl 
terkait lainnya. 

t 4 

, I 

' 
' 
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BAB MIN 

PENGAWASAN 

PB9al 1 

engawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan 
oleh Dinas Perhubungen 

8AB DX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Bagi Perusahaan Jasa Pengutusan Transportasi yang telah men]alankan 
kegiatan usaha, wajib menyesuaikan perizinannya sesual dengan 
Poraturan Guberur ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 8jak 
dlundangkannya Peraturan Gubernur ini. 

BAB X 

KETENTUAN PENUT UP 

Pasal 20 

Peraturan Gubermur ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tan9gal 25 Jun1 2010 

DAERAH KHUSLS 
A, 

Diundangkan di Jakarta 
bade tanggal ! Ju1i  2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 200 NOMOR 128 



LampiranI; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusug 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TAHUN 2010 
Tanggal 25 Juni 2010 

Nornor 
Lampiran 
Hal Perohonan Surat zin Usaha 

Jasa Pengurusan Transportasi 

Jakarta. ···-······················· ..... 

spada 

Yth. Kepala Dinas Pertubungan 
Provins! DKI Jakarta 

dl 

Dengan memporhatikan Persturan Gubemur Nomor •...... Tahun .......•...• 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jass Pengurusan Transportasi, 
dengan ini saya mengajukan Permohonan Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan 
Transportasl. 

Sebagai bahan pertimbangan, tertampir disamnpalkan 1 (satu) berkas 
dokumen untuk melengkapi perohonan diraksud 

a. Salinan Akta Notaris Pendirian Perusahaan. 
b. Bukti keperilkan modal usaha. 
• Fotokopi NW Perusahaan. 

d. Surat Ketorangan Domisill Perusahaan. 
e. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang opabeanan bagi perusahaan Jpr 

Internaslonal. 
f. tzin PMA dart BKPM (bagi perusahaan berbontuk usaha patunganjoint 

venture). 

Demikian permohonan saya, bilamnana dlsetujul saya menyatakan bersedie 
mernenuhi sermua ketentuan peraturan perundang-undann yang boraku dl 
bidang kegiatan tersabut. 

Pomohon, 

PT . 

Tombusan: 

1. Dirjen Perhubungan Laut 
2. Dir]en Perhubungan Darat 
3. Dirjen Perhubungan UJdara 

<··-·····-··-····················-·· .. ······> 
vwab 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBU} TA JAKARTA, 

• 



• 

! 
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Lampiran l;  Peraturan Gubernur Provinsl Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 123 TA8HUN 2010 
Tanggal 25 Jun 2010 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PERHUIBUNGAN 

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASL 
(SUPT) 

Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor .••... Tahun •.. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. 

Berdasarkan surat perrnohonan P'T � ._ Nomor: , 
dlberikan Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada : 

................ ··········•··--· . 

·•····· .. ·······•· .. 

I 
. 

Nara Perusahaan 
Alamat 

Namna PomilikPenanggung Jawab 
Alamat 

Nomor Pokok Wejib Pajak (NPWP) 

Kewajiban Pernegang Lin adalah 

1, Mematuhl seluruh peraturan perundang-undan yang berlaku di bidang Jasa Pengurusan 
Transportasl, 

2. Bortanggung jawab etas: 

a. Semua hal yang telah dip&rjanjkan dengan berbagai pihak dan wajlb menyolesaikgn 
segala tuntutan yang ah. 

b. Segala akbat yang ditimbukan oleh pengirirnan barang yang menggunakan dokumer 
dokumen yang telah diterbitkannya. 

c. Penyorahan barang-barang yang diangkut sosuai persyaratan umum yang berlaku bag/ 
perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. 

d. Laporan yang disampalkan/diminta oleh Kepala Dinas Pertubungan, 

3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan : 

a. Setiap kall terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, susunan dlreksi/pengurus 
perusahaan. 

b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan UJsaha Jass Pengurusan 
Transportasi. 

4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan oporasional perusahaan kepada 
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 

5. Melakukan daftar utang setiap 2 (dua) tahun terhitung dard tanggal izin dlkeluarkan. 
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Surat lzin Lsaha Jasa Pengursan Transportasi (SIUPT) iri dapat ditinjau atau dicabut 
kemball, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kswajjban dalam SlUJPT ini dar/atau 
melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan keglatan usahanya. 

Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi ( SUPT) ini berlaku selak tanggal dikeluarkan 
sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dan untuk seluruh Wilayah 
Republik Indonesia. 

i 1 

NAMA JELAS 
PENANGGUNG JAWAB 

, --- ------- ------- ------- --- ----1 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DKI JAKARTA, 

___ , . 

NIP .. 

GUBERNUR INSI DAERAH KHU'SUS 
JAKARTA, 

F 

• 
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Lampiran il: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TAUN 2010 
Tanggal z5 uni 2010 

• 

Nomor 

Lampiran 
Hal Ponolakan lzin Usaha 

Jasa Pengurusan Transportasl 

Jakarta, . 

Kepada 

Yth. Direktun'PirmpienanggungJawab 
PT . 

di 

' ' 
I 

1. Menun;ull surat perrnol'ionan Saudei.r tarwa1 --,-- , Nomor . 
hal Permohonan lzin Lsaha Jasa Pengurusan Transportasi. Dengan in 
diberitahukan bahwa permohonan Saudera diraksud tidak dapat disetuju#, 
dengan perdimbangan: 

c . 

2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara dapat mengajukan 
permohonan bar setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan. 

3. Demlkian untuk menjadi maklum 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DKI JAKARTA, 

. . .  

Tembusan 

Ketua DPw Gafeksi (INF A) DKI Jakarta 

MP ·····--·---·--··""''"'''H'U 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

F 



Lampiran IV; Peraturan Gubemur Provinel Daerah Khu$us 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TANN 2010 
Tanggal 25 Jun1 2010 

Nomor 

Lampiran 
Hal Laporan Bulanan 

Kegiatan Operasional 

Jasa Pengurusan Transportasi 

Jakarta, . 

Kepada 

Yth. Kepala Dinas Perhubungan 
Provinsi DK Jakarta 

di 

Jakarta 

Dengan horat, 

Sesual dengan Peraturan Guberur Nomor .....•..•... Tahun ............... tertang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bersama ini, 
pr . . . . . . w o o . . . . me la p orkan  kegietan operasional bulanan J&sa 
Pengurusan Transportasi sebagaimana terdampir, 

Demlklan untuk menjadi maklurmn. 

Hormat $aya 

PT ··--··-········· . 

( _ ) 
Jawab 

Tambusan:; 

1. Kadit Lala Ditjen Perhubungan Laut 
2. Adpel Tanjung Prlok, Marunda, Sunda Kelapa 
3. Adbandara Soetta 
4.Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabutan Tanjung Priok 
5. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Sukarno-latta 
8. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUK} 'A JAKARTA, 

F 

' 



LampiranV; Peraturan Gubernur Provinsi Dae mah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TANN 2010 
Tanggal 25 Juni 2010 

• 

Laporan Tahunan 
Kogiatan Operasional 
Jasa Pengurusan Transportasi Yth. 

- ··•··•·····•·····•········•· 

Kepada 

Kepala Dinas Perthubungan 
Provinsi DK! Jakarta 

di 

Sesuai dengan Peraturan Gubemur Nomor .............. Tahun ............... tentang 
Pen ye lenggaraan  dan  Pengusahaan  Jasa Pengurusan  Transportasi, bersarna linl 

r . . . ..oooo. . . . .  melaporkan  kegiatan  opereslonal untuk Tahun ....•... 
Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana teriamplr. 

Derikian untuk menjadi madurn. 

iormat saya 

PT·····-··- .. ··········· - . 

( ) 
J&wab 

Tombusan: 

1. Kadit Lala Ditjen Perhubungan Laut 

2. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa 
3. Adbandara Soetta 
4.Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok 
5. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Sukarno-latte 
6. Ketua DPw Gafeksi (INFA) DKI Jakarta 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK9 T A  JAKARTA, 

' ; 

I I  

l  
I  

I  
I  

I  

I  I  

I  I  

•  



Lamplran VE: Peraturan Gubemur Provinsi Deerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TAHU 2010 
Tanggal 25 uni 2010 

CONTOH N01K>R : 1 

Nomor 
Lampiran 
Hal Peringatan Pertama 

- ··············-·--·············· 

Kepada 

Yth. DirekturPimpinan/Pewab 
PT . 

di 

Jakarta 

f, Menurut Surat lzin LJsaha Jasa Pengurusan Transportasl PT _.......+........... 
tanggal .. •••••-••-••-••-••-•••••• .. ••••••Nornor ••-•••n-•n••••,. .. • .. ••• .. •••• .. ••H• .. ••• 981'1:a 
memperhatikan Pergluran Gubernur Nomor ......-........ Tatun .......co.. 

dengan ini dlberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak mermenuhi 
"---················•luuf._ -, 
·········· ············-······-······ _ .. - .. - . 

.......... ·-·········-· ·-··· .. ·· - .. - _ - .. - . 

2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor .............. Tatun ........•.... 
Pasal .......•. ayat ...........dan_................ apabile dalarm 1 (eatu) bulan sejak 
diterbitkannya surat inf perusahaan Saudara belum juaga memenuhi kewajban 
sebagalmana tersebut pada angka 1, maks akan diaribil tindakan leblh lanjut 
sesual dengan ketentuan yang berlaku 

3. Peringatan ini merupakan PERINGAIAN PERTAMA. 

4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya. 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DKI JAKARTA, 

Terbusan: MP ·-··-·· .. 

1. Dirjen Pertubungan Laut 
2. Dirjen Perhubunan Udara 
3. Dirjen Perhubun{an Darat 
4. Adpel Tanjung Piriok, Marunda, Sunda Kelapa 
5. Abandara Soetta 
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Piok 
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamc-Hatta 
8. Ketua DFW Gafeksl (INFA) DKI Jakarta 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IUK( "A JAKARTA, 

t 



• 

2 

I 

CONTOH NOMOR :2 

Noror 
Lampiran 
Hal Peringatan Kedua 

- ·-· .. ········ · .. · . 

Kepada 

Yth. ingiawab 
PT ............................................• 

di 

1. ��� �� Hornor . 

2. Berdasarkan data yang ada pada saya, ternyata sampai saat ini perusahaan 
Saudara tidak memeruhi kewajtban khususnya sesuai dengan Poraturan 
�ubernur Nouo, Tahun p ·······-- hun.lf yallu : 
............... ·- . 

• 
•••••••••.,•••••rn••••••••••••••••• ••••••• .. ••••m•••••••~• ~••~• .. ,,,,. •• .,.,,,.,, .. ,,.,.,,,,.,., .. ,,,. .... ,,. .. , .. ,, 

3. Selanjutnya berdasaran Peraturan Gubernur Noror ....oooo..... Tahur 
........Pasal ....... ayat ••••••••• dan ........., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan 
sejak diterbltkannya surat ini perusahaan Saudara belumn juga merenuhi 
ewaiban,"Roana tersebut  pada  angla  1, maka akan dlimb tindekan 
lobih lanjut sesual dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Portnoatan ini mervpakan PERINGA TAN KEDL 

5. Derikian agar menjadi perhatian Saudara sopenuhnya. 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DKI JAKARTA, 

. . . .  

Tambusan: 

1, Dirjen Pertubungan Laut 
2. Dlrjen Pertubungan Udare 
3. Dirjen Pertubungan Darat 
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa 
5. Adbandar~ Setta 
6. Kepale Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok 
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hatta 
8. Kotua DPW Gafeksl (INFA) DKI Jakarta 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHU$US 
IBUK] 'TA JAKARTA, 

• 

NIP . 

F 



• 

3 

+ , I 

I 

CONTOH NOMOR :3 

Nomor : 
Lampiran : 
Hal ; Peringatan Ketiga 

Jakarta, ···········--- .. , . 
Kepada 

Yth. Direktur/Pimpinan/Penungiawab 
PT . 

di 

Jakarta 

I ' 

1. MenlJr4uk stnd saya tanggal ······--------- .. -· .. ·· Nornor . 
hal Peringatan Kedua. 

2. Berdasarkan data yang ada pada saya, terryats sampei saat ini perusahaan 
Saudara tidak memenuhi ke wajiban  khususnya  sesuai dengan Peraturan 
�r Notnor Tat... Pasal huruf yaltu 
................................................... ·-- --- -- - .. 

• . .. . . - ---------- . -- ------ -- --- - . 

3. Selanjutnya berd rkan Persturan Guberur Nomor ................, Tahun 
•......• Pasal ....... ayat.........dan ........., apabila dalarn waktu 1 (satu) bulan 

sejak ditebitkannya surat ini perusahaan Saudara belurn juga mnemeuhi 
kewajban sebagairnana tersebut pada angka 1, maka akan diambll tindakan 
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

4. Peringatan ini merupakan PERINGA.IAN KETIGA 

5. Derikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya. 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINS! DKI JAKARTA, 

··-··-·· .. ······· . 

Tembusan : NIP···-····· . 

1. Dirjen Perhubungan Laut 
2. Dirjen Perhubungan Udara 
3. Dirjen Perhubungan Darat 
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa 
5. Adbandara Soetta 
6. Kepala Kantor Pele yanan Bea dan Cukal Pelabuhan Tanjung Pr\ok¢ 

7. Kepala Kantor Pela yanan Bea dan Cukal Bandara Soelamo-Hatta 
8. Ketua DFW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
II 'A JAKARTA, 

' 



• 

Lamplran VIL: Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TA 2010 
Tanggal 25 uni 2010 

, 

Nomor 
Larpiran 
Hal Pembekuan Surat lzin 

Usaha Jasa Pengurusan 
Transportasi (SIUJPT) 

Jakarta,·········-············ . 

Kepada 

Yth. Direktur/PimpinarVPenanggunglewab 
PT . 

di 

Jakarta 
1. Menunjuk Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SUPT) PT .. tauggal : ., , .•.... Nomor : ... 

zza.z.a.eezea. 
Yaitu: • ·-·-······ _ .. _.,_ , . 

• .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . - .. - ------------ - . 

3. Sesuai dengan ketentuan yang beraku perusahaan Saudara telah mendapat 
peringatan 3 (tiga) kalt: 

a. Peri igatan I langQal -·--------· Nomor .. 
a. � 11 ta1'1Q081 Nomoi . 
b. Peri11gatan HI tanggal -·-··-··-··------····-··------Nomor ... 

4. Sehubungan dengan hal tersebut di ates dean sesuai dengan Peraturan 
Gubemur Nomcr T ahun Pasal hunlf dan .. 
dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulal dari tanggal dikeluarkan surat 
ini Prusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengurusan 
transportasi. 

5. Bilamana ampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan 
ini Perusahaan Saudara belur dapat memenuhi ketentuan yang terk.et 
dengan angka 2 (dua) torsebut di atas, maka Surat lzin Usaha Jase 
Pengurusan Transportasi (SUPT) Saudara akan saya cabut. 

6. Demiklan agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya. 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DK JAKARTA, 

Tembusan : 

1. Dirjen Perhubungan Laut 
2. Dlrjen Perhubungan Udara 
3. Dirjen Perhubungan Darat 
4. Adpel Tanlung Piriok, Marunda, Sunda Kelapa 
5. Adbandars S~etta 
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok 
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hatta 
8. Ketua DPW Gafeksl (INFA) DK Jakarta 

NSI DAEAH KHUSUS 
A JAKARTA, 

• 

I I 
• 

I 

' • I 

............................. _ . 

NIP ·-·····----··· .. ········ 



• 

Lampiran It; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 123 TAU¥ 2010 
Tanggal 25 uni 2010 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI DAERAH 

IBUKOTA JAKARTA 

NOMORR 

TENTANG 

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA.JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIU.JT) 
PT ·-·--·--· .. ···-··---·· _._ 

DENGAN AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang ; a. bahwe FT _.........o........... sebagal Perusahaan Jasa Pengurusan 
Transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyarnpalkan 
..-...-.o....... kepada Kepala Dinas Prvinsi DK] Jakarta 

ehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Provins DK 
Jakarta Nomor ..........--....... Tahun.............. Passel .......... hurut......... 

b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringetan 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dlsusul dengan Surat Pembekuan 
IZin Usaha Nomor tangg,a[ ; 

• bahwa dengan sehubungan hal tersebut di atas, dipandang pertu untuk 
mencabut Surat Lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Siu.JT) 
PT Nomot .' tanggal ; 

Mengingat 

3. Peraturan Gubernur Nomor ........., Tahun ....o...... tentang 
Penyelenggaraan dean Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi; 

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal ............. 
Nomor .................. hal Peringatan Pertarna; 

2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal ........o... 

Nomor ............. hal Peringatan Kedua; 

3. Surat Kepala Dinas Pertubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal ..........­ 

Nomor .............. hal Peringatan Ketiga; 

4. Surat Kepala Dinas Ferhubungan Provinsi DK! Jakarta tanggal .......•• 
Nomor •••••..... hat Peringatan tentang Pombekuan lzin Ueaha Jasa 
Pengurusan Transportasi PT •...................... tanggal . 
Nomor ···········-···-·-··: 

' 



' 

2 

MEMUTUSKAN :  

+  

'  

Menetapkan 

PERTAMA 

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA 
TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA JASA PENGURU'SAN 
TRANSPORTASI (SIU.PT) PT ··-················•-•n••·••n••···· .. ··••u••······· .. ·····••n . 

; Mencabut Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SI\JP'T) 
PT....................... yang ditotapkan berdasarkan Keputusan Kepala 
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor .......... tanggal .................... 
dengan data sobagai berikut: 

a. Nara Perusahaan 
b. Alamat Domisil 
c. NomorTanggal SIU.JPT 
d. Nama Perilik 
e. Alamat 
f. NPWP 

: PT . 
; Jin . 
• •H•-•••••••m•••-••Hm tanggal ••••••••••m""••••••••n 

. -- --- . 

. . . 

' . . .. 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan ; 

PT •....•.•....•...••..•... diwa[bk.an untuk mengembalkan Surat Lin 
Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SUPT) yang asll kepada Kopala 
Dinas Perhubungan Provins! DK Jakarta 

Keputusan Kepala Dines Perhubungan in! mulal berlaku sejak tanggel 
ditetapkan dan bilamnana terdapat ekeliruan dalam penetapannya akan 
dledak.an pembetulan seperlunya. 

Dttetapkan di 
pada tanggal 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI DKI JAKARTA, 

NIP .. 

1. Dirjen Ferhubungan Laut 
2. Dirjen Pertubungan Udara 
3. Dirjen Perhubungan Darat 
4. Adpel Tanjung Piiok, Marunda, Sunda Kelapa 
5. Adbandara Soetta 
6. Kakanwil Ditjen Pajak Depkeu DKI Jakarta 
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukal Pelabuhan Tanjung Prioke 
8. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta 
9 . Ketua  DPW  Gafeksi (INFA,) DKI Jakarta 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

FA ZI 0 


